UNIVERSITAS FORT DE KOCK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK
NOMOR : 2520/UFDK/X1/2026

TENTANG
PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS FORT DE KOCK
REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan
informasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta
tata kelola perguruan tinggi yang baik di lingkungan
Universitas Fort De Kock, diperlukan pengelolaan
informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat
memperoleh informasi publik serta meningkatkan
kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan
Universitas Fort De Kock, perlu dibentuk mekanisme
pengelolaan informasi melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi
publik di lingkungan Universitas Fort De Kock dapat
berjalan secara tertib, terarah, terpadu, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu disusun Pedoman Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Rektor Universitas Fort De
Kock tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Universitas Fort De Kock.



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Statuta Universitas Fort De Kock;

6. Peraturan dan ketentuan internal Universitas Fort De

Kock yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK
TENTANG PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS FORT DE KOCK.



BAB1I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini yang dimaksud

dengan:

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun

nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan institusi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Publik adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menerima

dan/atau mengelola dana masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung
jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di lingkungan institusi.

Atasan PPID adalah pimpinan institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan,

pengawasan, dan penyelesaian keberatan atas pelayanan informasi publik.

PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan

informasi publik di lingkungan institusi.

PPID Pelaksana adalah unsur pelaksana yang membantu PPID Utama dalam

pelaksanaan layanan informasi publik pada unit kerja.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Dokumentasi Informasi Publik adalah kegiatan penyimpanan dan pengelolaan

dokumen informasi publik secara sistematis.

11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan

pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Pedoman PPID disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi
publik di lingkungan institusi.

(2) Pedoman ini bertujuan untuk:
a. menjamin terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi publik;

b. meningkatkan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien;

c. mewujudkan tata kelola institusi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;

o

memberikan kepastian mekanisme pelayanan informasi publik;

e. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Pasal 3
Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. transparansi,

b. akuntabilitas;

c. cepat, tepat, dan sederhana;

d. biaya ringan dan proporsional;
e. nondiskriminatif; dan

f. dapat dipertanggungjawabkan.



BABII

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

Pasal 4
Struktur Organisasi PPID

(1) Struktur organisasi PPID dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
informasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2) Struktur organisasi PPID terdiri atas:
a. Atasan PPID;
b. PPID Utama;
c. PPID Pelaksana;
d. Bidang Pelayanan Informasi;
e. Bidang Dokumen dan Arsip;
f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
g. Bidang Pengelola Website.
(3) Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
terkoordinasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan

institusi.
Pasal 5
Atasan PPID

(1) Atasan PPID merupakan pimpinan tertinggi institusi yang bertanggung jawab
terhadap pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi
publik.

(2) Atasan PPID mempunyai tugas dan kewenangan:

a. menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPID;

memberikan arahan strategis dalam pengelolaan informasi publik;

e

menyelesaikan keberatan pelayanan informasi publik;

e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.



Pasal 6
PPID Utama

(1) PPID Utama bertanggung jawab terhadap koordinasi pelayanan informasi publik.
(2) PPID Utama mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
b. mengumpulkan dan mengelola informasi publik;
c. menetapkan klasifikasi informasi publik;
d. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
Pasal 7
PPID Pelaksana

(1) PPID Pelaksana membantu PPID Utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi
publik.

(2) PPID Pelaksana mempunyai tugas:
a. melaksanakan pelayanan informasi publik pada unit kerja;
b. menghimpun data dan dokumen informasi publik;

membantu penyediaan informasi publik;

o

berkoordinasi dengan bidang-bidang pendukung PPID;

e. melaksanakan tugas lain sesuai arahan PPID Utama.
Pasal 8
Bidang Pelayanan Informasi
Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

menerima permohonan informasi publik;

a.
b. memberikan pelayanan informasi kepada pemohon;

e

melakukan verifikasi permohonan informasi,

&

mendokumentasikan layanan informasi publik;

e. menyusun laporan pelayanan informasi.



Pasal 9

Bidang Dokumen dan Arsip

Bidang Dokumen dan Arsip mempunyai tugas:

a
b.

e

menghimpun dokumen informasi publik;
mengelola penyimpanan arsip;
melakukan pemeliharaan dokumentasi;
menyediakan dokumen informasi publik;

mendukung digitalisasi arsip informasi.
Pasal 10

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas:

a
b.

e

o

menerima pengaduan informasi publik;
melakukan verifikasi pengaduan;
memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi;
melakukan koordinasi dengan pihak terkait;

menyusun laporan penanganan sengketa.
Pasal 11

Bidang Pengelola Website

Bidang Pengelola Website mempunyai tugas:

a
b.

S

mengelola website PPID;

melakukan publikasi informasi berkala, serta merta, dan setiap saat;
memperbarui data dan informasi publik;

mengelola sistem informasi digital PPID;

mendukung keterbukaan informasi melalui media elektronik.



BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 12
Jenis Informasi Publik

(1) Informasi publik yang dikelola oleh PPID terdiri atas:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d. informasi yang dikecualikan.

(2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi informasi yang berkaitan dengan profil
institusi, program kerja, laporan kegiatan, laporan keuangan, dan informasi lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum.

(4) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi daftar informasi publik, keputusan pimpinan, kebijakan institusi, perjanjian kerja

sama, prosedur pelayanan, serta informasi lain yang wajib tersedia sesuai ketentuan.

(5) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik berdasarkan hasil uji konsekuensi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik

(1) Pemohon informasi publik berhak:
a. memperoleh informasi publik sesuai ketentuan;
b. melihat dan mengetahui informasi publik;
c. memperoleh salinan informasi publik;
d. mengajukan keberatan apabila permohonan informasi tidak dipenuhi.

(2) Pemohon informasi publik berkewajiban:



mengisi formulir permohonan informasi;

ISR

menyampaikan identitas secara benar;

e

menggunakan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e

menjaga dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh.
Pasal 14
Mekanisme Permohonan Informasi Publik

(1) Permohonan informasi publik dapat diajukan secara:
a. langsung;
b. tertulis;
c. surat elektronik (email);
d. website resmi PPID; dan/atau
e. media lain yang ditetapkan institusi.

(2) Permohonan informasi publik paling sedikit memuat:

a. nama pemohon;

b. alamat pemohon;

¢. nomor identitas;

d. informasi yang dimohonkan;

@

tujuan penggunaan informasi; dan

=

cara memperoleh informasi.

(3) Petugas pelayanan informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan

informasi publik kepada pemohon.
Pasal 15
Prosedur Pelayanan Informasi Publik

(1) Pelayanan informasi publik dilakukan melalui tahapan:

a. penerimaan permohonan informasi;

b. verifikasi kelengkapan permohonan;

c. pencarian dan pengumpulan dokumen informasi;

d. penelaahan status informasi;

e. pemberian jawaban atas permohonan informasi; dan
f. pendokumentasian pelayanan informasi.



(2) Dalam hal informasi yang dimohon termasuk informasi terbuka, PPID memberikan
akses informasi kepada pemohon.
(3) Dalam hal informasi termasuk kategori dikecualikan, PPID memberikan penolakan

disertai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Jangka Waktu Pelayanan Informasi

(1) PPID wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi.

(2) Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat memperpanjang paling lama 7
(tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik

beserta alasannya.
Pasal 17
Biaya Layanan Informasi Publik

(1) Pelayanan informasi publik pada prinsipnya diberikan tanpa biaya.
(2) Dalam hal diperlukan penggandaan atau pencetakan dokumen, biaya dibebankan

kepada pemohon sesuai biaya riil penggandaan dokumen.
Pasal 18
Media Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui:

meja layanan informasi publik;

a
b. website resmi PPID;

e

surat elektronik (email);

o

media komunikasi digital; dan/atau

e. sarana lain yang ditetapkan institusi.



Pasal 19

Pendokumentasian Pelayanan Informasi

(1) Setiap pelayanan informasi publik wajib didokumentasikan oleh PPID.

(2) Dokumentasi pelayanan informasi sekurang-kurangnya memuat:

a
b.
C.
d.

.

identitas pemohon;

jenis informasi yang dimohon;
waktu pelayanan;

status permohonan; dan

tindak lanjut pelayanan informasi.

(3) Dokumentasi pelayanan informasi digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan

pelayanan informasi publik.

BAB1V
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Pasal 20

Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik

(1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila

dalam pelayanan informasi publik mengalami kondisi sebagai berikut:

IS

S

.

f.

g.

penolakan atas permintaan informasi publik;

tidak disediakannya informasi berkala;

tidak ditanggapinya permohonan informasi;

permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permohonan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang ditentukan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh

pemohon informasi publik atau kuasanya kepada Atasan PPID.

(3) Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 21
Mekanisme Pengajuan Keberatan

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi publik.
(2) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon;
b. nomor registrasi permohonan informasi;
c. alasan pengajuan keberatan;
d. kronologi permohonan informasi; dan
e. harapan penyelesaian keberatan.
(3) Petugas pelayanan informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan keberatan
kepada pemohon.

Pasal 22
Penyelesaian Keberatan oleh Atasan PPID

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
informasi publik.

(2) Tanggapan atas keberatan diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Tanggapan Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. menerima keberatan dan memerintahkan pemberian informasi;
b. menolak keberatan dengan alasan yang sah; atau

c. memberikan solusi penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Sengketa Informasi Publik

(1) Dalam hal pemohon informasi publik tidak menerima tanggapan Atasan PPID atau
tidak memperoleh tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, pemohon dapat
mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

(2) Penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku pada Komisi Informasi.

(3) Penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui:

a. mediasi; dan/atau

b. ajudikasi nonlitigasi.
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Pasal 24
Mediasi Sengketa Informasi

Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara badan publik dengan pemohon
informasi publik.
Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani para

pihak.

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui
ajudikasi nonlitigasi.
Pasal 25
Ajudikasi Nonlitigasi

Ajudikasi nonlitigasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Putusan ajudikasi nonlitigasi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para
pihak.

Para pihak yang tidak menerima putusan ajudikasi dapat menempuh upaya hukum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
Dokumentasi Penyelesaian Sengketa

Setiap pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi wajib
didokumentasikan oleh PPID.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi
pelayanan informasi publik.

Dokumentasi penyelesaian sengketa disimpan sebagai arsip resmi institusi.



(D

)

€)
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BABV
PELAPORAN
Pasal 27
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik

PPID wajib menyusun laporan pelayanan informasi publik sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan
institusi.

Laporan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
secara:

a. berkala; dan/atau

b. tahunan.

Laporan pelayanan informasi publik disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID
Utama untuk dilakukan evaluasi dan rekapitulasi.

PPID Utama menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan

PPID.
Pasal 28

Muatan Laporan Pelayanan Informasi Publik

(1) Laporan pelayanan informasi publik paling sedikit memuat:

/e o o @

@ ™ o

h.

jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi;

jumlah permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian;
jumlah permohonan informasi yang ditolak beserta alasannya;

jumlah pengajuan keberatan;

hasil penyelesaian sengketa informasi publik;

kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan

rekomendasi perbaikan pelayanan informasi publik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data statistik

pelayanan informasi publik.



Pasal 29
Mekanisme Penyusunan Laporan

(1) Setiap bidang dalam struktur PPID wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada PPID Pelaksana secara berkala.

(2) PPID Pelaksana melakukan kompilasi dan verifikasi laporan dari masing-masing
bidang.

(3) PPID Utama melakukan evaluasi atas laporan pelayanan informasi publik untuk
peningkatan kualitas layanan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar

penyempurnaan pelayanan informasi publik.
Pasal 30
Publikasi Laporan

(1) Laporan pelayanan informasi publik yang telah disahkan dapat dipublikasikan melalui
media informasi institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Publikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik.

(3) Informasi yang dipublikasikan wajib memperhatikan klasifikasi informasi publik dan

ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber Pembiayaan
(1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan pengelolaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersumber dari:
a. anggaran institusi; dan/atau
b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 32
Penggunaan Pembiayaan

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PPID digunakan untuk mendukung kegiatan:

pelayanan informasi publik;

o ®

pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik;

pengembangan dan pengelolaan website PPID;

S

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik;

@ ™ o

penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

(2) Penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pengelolaan keuangan institusi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Pertanggungjawaban Pembiayaan

(1) Penggunaan anggaran penyelenggaraan PPID wajib dipertanggungjawabkan secara
transparan dan akuntabel.
(2) Pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan

institusi.



(3) Laporan penggunaan pembiayaan dapat menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan

pelayanan informasi publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Evaluasi Pedoman

(1) Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan evaluasi
secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID Utama bersama
PPID Pelaksana dan unsur terkait.

(3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem pelayanan informasi

publik di lingkungan institusi.
Pasal 35
Perubahan Pedoman

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman PPID ini akan ditetapkan lebih lanjut
melalui kebijakan pimpinan institusi sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perubahan terhadap pedoman ini dapat dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, atau hasil evaluasi pelaksanaan

pelayanan informasi publik.
Pasal 36
Ketentuan Penutup

(1) Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini menjadi acuan
dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan institusi.

(2) Dengan berlakunya pedoman ini, seluruh unsur dalam struktur PPID wajib
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing.

(3) Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 17 September 2025

Rektor universitas fort de kock




